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Land is a necessity that is needed by every Indonesian citizen. Regulations on rules and 
regulations that cannot be agreed upon for holders of land rights. The formulation of the 
problem in this research skirpsi is about how to make regulations on land in Indonesia, what 
are the factors that lead to the submission of dual certificates, how is the process of filing a 
dual certificate dispute in the National Land Agency in the Batu city area. This research uses 
empirical juridical, data sources collected from library data and field data, then the data 
collection techniques used are literature study and field study. The method used in analyzing 
data is descriptive analysis. Double liability factor from landowners who do not pay attention 
to their land. So someone else took over the land, the National Land Agency does not have a 
good database of land, the government, kelurahan or village does not have data on land that 
has been certified. Decision of the State Administrative Court 
Keywords: Settlement, Double Certificate, Land Registration 
ABSTRAK 
Tanah merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan setiap warga negara Indonesia. regulasi-
regulasi mengenai peraturan dan mempertahankan tanah peraturan tersebut belum dapat 
melindungi para pemegang hak atas tanah. Perumusan masalah dalam penelitian skirpsi ini 
adalah bagaimana pengaturan tentang tanah di Indonesia, apa faktor yang menyebabkan 
terjadinya sertifikat ganda, bagaimana proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan 
Pertanahan Nasional wilayah kota Batu. penelitian ini menggunakan yuridis empiris, sumber-
sumber data yang dikumpulkan berasal dari data kepustakaan dan data lapangan, maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode yang 
digunakan dalam menganalisa data adalah deskriptif analisis. Faktor terjadinya sertifikat ganda 
kesalahan pemilik tanah yang tidak memperhatikan tanahnya sehingga orang lain mengambil 
alih tanah tersebut, Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai basis data yang baik tentang 
tanah, pemerintah, kelurahan atau desa setempat tidak mempunyai data mengenai tanah yang 
sudah disertifikatkan. Akibat hukum menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih 
dari status hukum suatu bidang tanah, kerugian belah pihak, pencabutan sertifikat berdasarkan 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Kata Kunci : Penyelesaian, Sertifikat Ganda, Pendaftaran tanah 
Pendahuluan 
Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang 
merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah 
mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan 
kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar 
bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ( NKRI ) dan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena 




yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun 
pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.1 
Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang berorientasi 
kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat didalam Undang-undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang 
merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya menyangkut tanah. 
Dalam bentuk negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek 
kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. 
Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga 
harus menjalankan kepentingan kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. 
Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu 
perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu 
pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas 
tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang, di sisi lain, 
negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu 
tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. 
Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, 
penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak 
penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai 
dengan peruntukannya. Disamping itu, fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan 
pemilikan tanah masih timpang. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara 
liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah 
dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, sehingga 
terpaksa hidup sebagai penggarap. Tidak jarang pula, dan bukan barang aneh, timbul ihwal 
penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara sepihak. Dapat dikatakan sengketa di 
bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di 
dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, 
sosial dan politik.2 
Pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang 
mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini dapat 
berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, 
 
1 Dr. J. Andi Hartanto, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, 
Surabaya : Laksbang Justitia, 2014, hal. 9 
2 Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah, Jakarta : PT. Gramedia. 2012, hal. 21. 
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penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Hampir semua aspek 
pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan 
batas-batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan. Oleh karenanya tanah perlu ada 
pengaturannya serta lembaga negara yang secara khusus berkecimpung dan berwenang dalam 
pertanahan ataupun masalah penanganan pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 
10 Tahun 2006, dikuatkan atas pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun 
dengan memperhatikan sisi dan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat 
menunjang kesejahteraan umum. Sehingga BPN berperan dalam membantu dan melayani 
masyarakat dalam mendapatkan haknya dibidang pertanahan, serta dalam membantu 
masyarakat untuk dapat menemukan jalan penyelesaian bila mana terdapat sengketa antar 
masyarakat mengenai haknya dibidang pertanahan. 
Salah satu alternatif penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi 
sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. 
Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan. 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi di bidang pertanahan, harus sering dilakukan oleh 
aparat Badan Pertanahan Nasional, namun di dalam pembicaraannya belum begitu dikenal oleh 
masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian 
sengketa itu sendiri, adanya kekurang percayaan pada efektivitas pelaksanaan putusan mediasi 
dan kekhawatiran akan menimbulkan kerancuan dan pemanfaatan lembaga arbitrase yang telah 
ada. 
Di dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pertanahan melalui ADR khususnya melalui 
mediasi menunjukkan kecenderungan kalau masyarakat telah meperoleh tempat. Secara 
lingkup formal BPN melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 
Pertanahan Nasional telah membentuk Deputi Bidan Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 
Konflik Pertanahan dalam struktur oraganisasi BPN. Teknis pelaksanaannya BPN telah 
menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui 
Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007. Berdasarkan pemahaman yang demikian itu 
penyelesaian sengketa melalui mediasi perlu di populerkan, terutama bagi penyelesaian 
sengketa pertanahan. Oleh Karena hal ini selain dimungkinkan pemanfaatannya, dari tugas 
pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dapat mencakup penyelesaian sengketa dengan 
cara demikian. Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah 
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat 
merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan. 




Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: Apa saja 
faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sertifikat ganda di Badan pertanahan Nasional 
Kota Batu. Serta, bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan 
Nasional di Kota Batu. 
Metode Penelitian dalam menulis skirpsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis 
empiris, yaitu dengan cara mengkaji atau mengimplementasikan ketentuan hukum positif 
terhadap perilaku masyarakat dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu.3 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, fakta-fakta, dan teori-
teori yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan 
Nasional Kota Batu, dengan hal itu penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Faktor Penyebab Terjadinya Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional Kota Batu 
Menurut hasil wawancara dengan sekretariat Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan 
Bapak Yayan Wibowo. Sertifikat ganda umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong atau 
belum dibangun. Muculnya sertifikat ganda disebabkan oleh beberapa hal. Karna oknum yang 
bekerja atau diluar kantor Badan Pertanahan Nasional, atau karena terjadinya tumpeng tindih 
surat atau overlapping, dan karena tanah tersebut terlalu lama disewakan oleh pemilik, 
sehingga penyewa melakukan pengahuan atas tanah tersebut, yang ternyata terbukti 
mengandung ketidak benaran, kepalsuan atau tidak berlaku lagi. 
Bahwa sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan yang diperoleh baik secara sah 
ataupun tidak sah yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan suatu akibat hukum (sengketa) bagi 
subjek hak maupun objek hak. Hal ini sertifikat ganda adalah surat bukti kepemilikan ha katas 
tanah yang diterbitkan oleh lembaga hukum BPN yang terbit diatas satu objek hak yang 
bertindih antara satu objek tanah sebagian atau keseluruhan, yang dapat terjadi suatu akibat 
hukum4 
Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kota Batu 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya jika pendaftaran tanah terkadang memiliki output 
terjadinya tumpang tindih (overlapping) atau sertifikat ganda. Sertifikat ganda merupakan 
penyebab timbulnya kasus pertanahan yang dikelompokkan menjadi sengketa, konflik, 
ataupun perkara pertanahan. Maka untuk menyelesaikan kasus sengketa, pada tanggal 21 Maret 
 
3 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, hal. 51 
4 Soni Harsono, Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya, Makalah, hlm. 6. 
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2016 Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan menteri ini 
mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu, tanggal 14 Maret 2016.5 
Lihat lebih lanjut Konsideran menimbang Peraturan Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). 81 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). 
82 Pasal 3 Peraturan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). 
Adapun tindak lanjut penyelesaian kasus sertifikat ganda melalui mediasi adalah yaitu 
menjalankan hasil mediasi berupa kesepakatan para pihak dimana salah satu pihak bersedia 
untuk melepaskan hak atas tanah (sertifikat). Mekanisme pelepasan hak atas tanah (sertifikat) 
mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 
dan Hak Pengelolaan. 
Sedangkan tindak lanjut penyelesaian kasus menggunakan jalur litigasi (pengadilan) juga 
pembatalan hak atas tanah (sertifikat) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Untuk lebih jelasnya 
berikut akan diuraikan mengenai penyelesaian kasus sertifikat ganda melalui mediasi maupun 
melalui pengadilan.6 
Dalam proses penyelesaian melalui mediasi ini, maka para peserta mediasi tersebut, 
kecuali para pihak harus mendapat penugasan dari Kantor Pertanahan Kota Batu 
 
5 Lihat lebih lanjut Konsideran menimbang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). 
6 Didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pembatalan ini ada 3 (tiga) 
jenis pembatalan hak atas tanah (sertifikat), yaitu sebagai berikut: a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat 
hukum administratif yang diterbitkan karena permohonan; b. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum 
administratif yang diterbitkan tanpa permohonan; dan c. Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 




1. Dalam hal mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang berselisih, 
pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang berselisih dapat hadir. Apabila 
setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang berselisih tidak hadir dalam mediasi, 
maka mediasi batal dan para pihak dipersilahkan menyelesaikan sengketa atau konflik 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Mediasi dicatat dalam notulensi dan hasil pelaksanaan mediasi dituangkan dalam berita 
acara mediasi. yang memuat: 
a. pokok masalah; 
b. kronologi; 
c. uraian masalah; dan 
d. hasil mediasi; 
3. Notulen mediasi ditandatangani oleh mediator dan notulis, sedangkan berita acara mediasi 
ditandatangani oleh peserta mediasi. Notulen mediasi dan berita acara mediasi merupakan 
dokumen yang harus dilampirkan dalam berkas penanganan sengketa dan konflik, dibuat 
sesuai dengan format dari Peraturan Menteri. 
a. Berita acara mediasi dapat diberikan kepada para pihak. 
b. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia menandatangani berita acara mediasi, 
ketidaksediaan tersebut dicatat dalam berita acara mediasi. 
c. Dalam hal mediasi menemukan kesepakatan, dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan 
berita acara mediasi yang mengikat para pihak. Perjanjian perdamaian didaftarkan pada 
kepaniteraan pengadilan negeri sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
perjanjian perdamaian dibuat sesuai dengan format dari Peraturan Menteri. 
d. Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi atau mediasi batal karena 
sudah 3 (tiga) kali tidak memenuhi undangan atau telah melampaui waktu, Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Batu membuat surat pemberitahuan kepada pihak pengadu 
bahwa pengaduan atau mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan. Surat 
pemberitahuan dibuat sesuai dengan format dari Peraturan Badan Pertanahan. 
Mediasi menghasilkan kesepakatan para diantara para pihak diaman salah satu pihak 
bersedia untuk melepaskan haknya yang selanjutnya dimohonkan untuk dibatalakan haknya 
atas tanah melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Namun apabila salah satu pihak 
menolak untuk dilakukan mediasi maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan maka pihak yang menolak dilakukan mediasi dapat mengajukan gugatan 
di pengadilan negeri dengan proses peradilan perdata maupun gugatan di pengadilan tata usaha 
negara. 
Atas dasar sertifikat atas nama Ibu Ayu yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh kepala 
BPN Kota Batu, dan dari pihak ketiga tidak dapat menunjukkan surat terjadinya jual beli, maka 
sertifikat dengan nama Ibu Ayu dihanggap benar, dan berdasarkan peraturan Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 sendiri tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). 
1. penyiapan bukti; 
2. penyiapan saksi dan/atau ahli; 
3. pemeriksaan setempat; 
4. kesimpulan; dan 
5. upaya hukum (dilakukan apabila Kantor Pertanahan Kota Batu kalah dalam perkara. Upaya 
hukum tersebut meliputi: perlawanan (verzet); banding; kasasi; dan/atau peninjauan 
kembali). 
Usaha Negara, maka pemegang hak merupakan pihak dalam perdamaian tersebut. 
Penanganan perkara pada Kantor Pertanahan Kota Batu dikoordinasikan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Batu dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan 
Pengendalian Pertanahan. Apabila ada perkara di pengadilan tidak melibatkan Kantor 
Pertanahan Kota Batu sebagai pihak, namun perkaranya menyangkut kepentingan Kantor 
Pertanahan Kota Batu, maka Kantor Pertanahan Kota Batu dapat melakukan intervensi. Pihak 
yang berperkara dapat meminta keterangan ahli atau saksi dari Kantor Pertanahan Kota Batu 
dengan menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, yang 
selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu akan menerbitkan surat tugas kepada staf 
atau pejabat yang dihunjuk untuk memberikan keterangan ahli atau saksi. 
Apabila telah ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang amar 
putusannya berupa, diolah dari Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota 
Batu. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus 
Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). Diolah dari Seksi 
Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu. Bandingkan dengan ketentuan 
Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 




Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). 
a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah; 
b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah; 
c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum; 
d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah; 
e. perintah penerbitan hak atas tanah; 
f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; atau 
g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya 
peralihan hak, maka putusan pengadilan tersebut baru dilaksanakan berdasarkan 
permohonan pihak yang berkepentingan kepada Kantor Pertanahan Kota Batu. Pihak yang 
berkepentingan tersebut merupakan para pihak penggugat maupun tergugat atau pihak lain 
yang terlibat dalam perkara. 
Adapun permohonan tersebut haruslah dilengkapi dengan: 
a. fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila 
dikuasakan; 
b. salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang 
dilegalisir pejabat berwenang; 
c. surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan 
bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hokum 
d. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dalam hal putusan Perkara yang memerlukan 
pelaksanaan eksekusi (namun Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi tidak diperlukan dalam 
hal untuk melaksanakan putusan pegadilan tata usaha negara atau tanahnya telah dikuasai 
pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui oleh 
kepala lingkungan/kepala desa/lurah atau berita acara penelitian lapangan dari Kantor 
Pertanahan Kota Batu); dan/atau 
e. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan. 
Apabila berkas permohonan ini tidak dipenuhi maka petugas Kantor Pertanahan Kota 
Batu akan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan memberitahukan 
mana yang kurang lengkap. Apabila berkas permohonan yang diterima lengkap, maka akan 
dilakukan analisis terhadap putusan pengadilan, dalam hal terdapat kekurangan data Kepala 
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu akan 
melakukan pengumpulan data. 
Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 3, Februari 2020, Halaman 358 – 371. 
366 
 
Berdasarkan kasus sengketa sertifikat ganda tersebut maka penyelesaian kasus yang 
telah dilalui, sebagai berikut. Sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1565/Kelurahan 
Songgokerto atas nama Ayu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1566/Kelurahan Songgokerto 
atas nama Ayu) dengan Siti Maimuda (Sertifikat Hak Milik Nomor 1552/Kelurahan 
Songgokerto atas nama Siti Maimuda). 
Sengketa pertanahan ini termasuk dalam jenis sengketa tanah karena terjadi 
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan dan badan hukum yang tidak berdampak 
luas yang melibatkan Andi, Ayu, dan Siti Maimuda. Kantor Pertanahan Kota Batu harus segera 
memanggil Andi, Ayu dan Siti Maimuda guna dimintai keterangan. Antara Andi dengan Ayu 
perlu dipertanyakan apakah ada terjadi peristiwa hukum antara berupa jual beli dengan disertai 
data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut. Jika benar telah 
terjadi jual beli terhadap kedua bidang tanah tersebut yang dapat dibuktikan dengan data 
pendukung atau bukti-bukti yang terkait maka sangat disayangkan Andi tidak membalik 
namakan dari Ayu menjadi Andi, kemungkinan hal tersebut terjadi karena Andi tidak 
mengetahui pentingnya arti balik nama dari sertifikat tanah tersebut, yang berpangkal pada 
ketidaktahuan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam peraturan 
perundang-undangan di negara kita berlaku teori fictie hukum, yang menegaskan bahwa setiap 
orang dianggap tahu peraturan perundang-undangan. Jika benar telah terjadi pinjam meminjam 
terhadap tanah tersebut yang dapat dibuktikan dengan data pendukung atau bukti-bukti yang 
terkait, maka perlu dilihat klausul pinjam meminjam tersebut apakah kedua bidang tanah 
tersebut sebagai jaminan hutang menjadi milik sikreditur (orang yang memberi pinjaman uang) 
apabila sidebitur (orang yang meminjam uang) tidak mampu melunasi hutangnya. 
Terhadap Siti Maimuda harus dimintai keterangan guna mengetahui bagaimana Siti 
Maimuda memiliki hak terhadap kedua bidang tanah tersebut. Ibu Ayu juga harus dimintai 
keterangan guna mengetahui bagaimana kronologis penggunan tanah oleh Siti Maimuda 
tersebut. Selanjutnya pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan 
perkara pada Kantor Pertanahan Kota Batu harus melakukan kegiatan pengumpulan data 
berupa: data fisik dan data yuridis; data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang (Sertifikat Hak Milik Nomor 1552/Kelurahan Songgokerto atas nama Siti 
Maimuda, Akta Hak Tanggungan Nomor 428/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan Sertifikat Hak 
Tanggungan Nomor 712/2012 tanggal 25 September 2012); data lainnya yang terkait dan dapat 
mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan sengketa; dan/atau keterangan saksi. 
Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada Kantor 
Pertanahan Kota Batu harus melakukan validasi terhadap data fisik dan data yuridis; data yang 




dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Sertifikat Hak Milik Nomor 
1552/Kelurahan Songgokerto atas nama Siti Maimuda, Akta Hak Tanggungan Nomor 
428/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 712/2012 tanggal 25 
September 2012); data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk 
persoalan sengketa yang kebenarannya dinyatakan oleh pejabat atau lembaga yang 
menerbitkan atau pencocokan dengan dokumen asli, sedangkan permintaan keterangan saksi 
yang dituangkan dalam berita acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi.7 
Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, pejabat yang bertanggungjawab 
dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kota Batu harus 
melakukan analisis untuk mengetahui benar atau tidaknya klaim kepemilikan Andi. Kemudian 
jika klaim Andi benar, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan 
perkara pada Kantor Pertanahan Kota Batu harus melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil 
analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu telah terjadi tumpang tindih hak atau 
sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan. Namun apabila 
klaim tersebut tidak benar pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik 
dan perkara pada Kantor Pertanahan Kota Batu harus menyampaikan penjelasan secara tertulis 
kepada Andi sebagai pihak yang mengadu yang memuat pernyataan bahwa penyelesaiaan 
sengketa diserahkan kepada pengadilan. 
Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu harus menyampaikan hasil 
pengumpulan data dan analisis telah terjadi tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah 
yang salah satu alas haknya jelas terhadap para pihak, yaitu Andi, Ayu dan Siti Maimuda. 
Selain itu sebaliknya Kantor Pertanahan Kota Batu perlu mengadakan sosialiasi bagi 
masyarakat di Kota Batu pentingnya balik nama kepemilikan tanah agar tidak lagi timbul kasus 
seperti ini dikemudian hari. 
Dari kasusu diatas, hasil keputusan BPN, dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat 
tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai 
kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga 
di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah. Perlu diingat 
bahwa penerbitan keputusan pembatalan hak atas tanah maupun sertifikat tidak berarti 
menghilangkan atau menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para 
 
7 Diolah dari Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu. Bandingkan dengan ketentuan 
Pasal 38 sampai dengan 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 
2016). 
Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 3, Februari 2020, Halaman 358 – 371. 
368 
 
pihak, dan berdasarkan dokumen yang ada, sertifikat atas nama Siti Maimuda dilakukan 
pembatalan ha katas tanah maupun sertifikat, dikarenakan Ibu Ayu adalah pemilik sah yang 
lebih lama memiliki sertifikat tanah yang ada, yang sekarang telah dibeli oleh Andi, hanya saja 
belum terjadi pembalikan nama.8 
Dalam penelitian ini, kasus penyelesaian sengketa sertifikat ganda, penulis mengacu 
pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus 
Pertanahan. Jika kita lihat di dalam peraturan ini, tujuan dari dibentuknya adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, 
dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian, akibat terjadinya sengketa pertanahan yaitu 
sertifikat ganda Peraturan perundang-undangan ini, memberikan wewenang kepada BPN untuk 
menyelesaikan sengketa tersebut. Jika melihat dalam daftar di atas, sengketa sertifikat ganda 
merupakan kewenangan BPN sehingga BPN dapat langsung mengambil tindakan 
penyelesaiannya. Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik dan 
perkara mengumpulkan data kemudian melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil analisis 
kepada kepala kantor Badan Pentanahan dan akan melahirkan suatu putusan, atau Kementerian 
dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik melalui 
mediasi. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di BPN Kota Batu, penulis 
menyimpulkan bahwa kasus mengenai sertifikat ganda di atas dan belum ada yang mencapai 
kata sepakat melalui jalur mediasi oleh BPN Kota Batu, sehingga para pihak memilih jalur 
pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam prakteknya, penyelesaian terhadap 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016. sengketa pertanahan khususnya mengenai 
sertifikat ganda bukan hanya dilakukan oleh BPN, tetapi juga bisa diselesaikan oleh lembaga 
peradilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, melihat 
bahwa kurang efektifnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi oleh BPN, khususnya 
BPN Kota Batu. Beberapa sengketa sertifikat ganda dibawah ini yang terdaftar di BPN Kota 
Batu yang sedang ditangani oleh BPN Kota Batu dan yang telah selesai oleh melalui jalur 
Pengadilan Negeri Kota Batu. 
Perkara No.1/Pdt.G/2019/PN Mbn, penggugatnya adalah Bapak Andi, tergugatnya Ibu 
Siti dan BPN Kota Batu. Inti dari permohonan penggugat adalah meminta agar dilakukan 
pembatalan sertifikat milik ibu siti No. 1552 Tahun 2012 yang tumpang tindih dengan tanah 
 
8 Diolah dari Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu. Bandingkan dengan ketentuan 
Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 569 Tahun 2016). 




milik penggugat dengan No. 67 Tahun 1981 Sebelum sengketa ini masuk ke pengadilan, 
terlebih dahulu BPN telah melakukan upaya mediasi bagi para pihak, namun dalam 
menyelesaikan sengketa tanah tersebut, BPN Kota Batu mengalami kendala yaitu para pihak 
tidak puas dengan hasil mediasi tersebut, sehingga para pihak sepakat untuk melanjutkannya 
ke pengadilan. Dari amar putusan hakim tentang kasus ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa 
ini terjadi karena ada kesalahan pada saat pendaftaran tanah. Dengan demikian, Pengadilan 
menerima gugatan penggugat.9 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Faktor – faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda adanya kesalahan dari pemilik tanah 
itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah miliknya dan tidak memanfaatkanya dengan baik 
sehingga di ambil alih oleh orang lain dan kemudian di manfaatkan karna merasa bahwa tanah 
tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. Serta Badan pertanahan Nasional tidak 
mempunyai basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang 
belum terdaftar, dan Pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data 
mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang 
tidak valid. 
Bentuk penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah dapat dilakukan secara 
langsung oleh pihak dengan musyawarah atau mediasi yang dilakukan diluar pengadilan 
dengan atau tanpa mediator. Apabila penyelesaian juga tidak tercapai maka dipersilahkan 
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dimana aspek yang 
mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa 
sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk 
perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang 
bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana 
suatu gugatan dikabulkan adakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. 
Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidak 
membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang 
dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan 
gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan 
Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang 
 
9 Diolah dari Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu. Bandingkan dengan ketentuan 
Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016). 
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bersangkutan serta menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Namun jika eksepsi 
Tergugat di terima putusannya adalah gugatan tidak dapat di terima, gugatan ditolak jika 
Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak. 
Akibat hukum dengan adanya sengketa sertifikat ganda dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum karena terdapat lebih dari satu status hukum dalam satu bidang tanah. Serta Kerugian 
kedua belah pihak yang bersengketa terutama bagi yang dinyatakan kalah dalam persidangan, 
dan pembatalan atau pencabutan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
yang sudah berkekuatan hukum tetap. 
Saran 
1. Walaupun Pendaftaran tanah di Indonesia sudah diatur oleh peraturan perundang-
undangan. Tetapi dalam pelaksanaanya terkadang dilaksanakan secara tidak tertib dalam 
pemetaan dan pengukuran. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional melakukan 
pengawasan lebih terhadap kinerja dan tanggung jawab aparat pelaksana pendaftaran tanah 
di seluruh wilayah Indonesia. 
2. Badan Pertanahan Nasional seharusnya memiliki teknologi yang tinggi di dalam bidang 
pengukuran dan pemetaan terhadap tanah. Harapannya teknologi tersebut dalam 
mengurangi permasalahan sengketa sertfikat ganda akibat tumpang tindihnya kepemilikan 
suatu tanah yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 
3. Untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda dikemudian hari, masyarakat harus 
memperhatikan apa saja faktor yang menimbulkan terjadinya sertifikat ganda. Masyarakat 
harus teliti dalam bertransaksi jual beli tanah, setelah melakukan transaksi jual beli tanah, 
diusahakan melakukan balik nama dengan mendaftarkan ke kantor pertanahan. Karena 
kelalaian mengurus balik nama akan memperbesar peluang seseorang melakukan 
pengklaiman sertifikat tanah di kemudian hari. 
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